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Sebelum terjadinya krisis multi dimensi pada tahun 1997, para pakar ekonomi kapitalis yakin bahwa
dengan pertumbuhan ekonomi akan memperbesar "kue ekonomi", sehingga setiap orang akan
memperoleh lebih banyak bagian. Pertambahan Produk Domestik Bruto bagi suatu negara atau Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi suatu wilayah daerah diyakini sebagai pertambahan kekayaan dan
kesejahteraan masyarakat.

Menurut David C. Korten (2002), usaha yang tidak henti-hentinya dalam mengejar "pertumbuhan ekonomi"
telah mempercepat kehancuran sistem pendukung kehidupan yang ada di planet ini, memperhebat
persaingan dalam memperebutkan sumber daya, memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin,
dan menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Semakin terpusatnya kekuasaan
yang semakin hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah
dari kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial dan lingkungan dalam kerangka
kepentingan umum yang lebih luas. PDB (PDRB) merupakan sebuah petunjuk nilai pasar secara kasar dari
transaksi uang terhadap barang dan jasa pada suatu bangsa atau regional. Sedangkan kerja produktif
yang dilakukan untuk diri sendiri tidak diperhitungkan, meskipun bermanfaat bagi kesejahteraan. Namun
sebaliknya, transaksi yang paling merugikan pun malahan dimasukkan selama diperhitungkan dengan
uang.

PDB (PDRB) sama sekali tidak memperhatikan terkurasnya modal hidup, jumlah keseluruhan modal
manusia, sosial dan kelembagaan dalam memperbaharui diri, yang berfungsi sebagai fondasi kehidupan
dan peradaban. Ketika hutan dibabat habis atau laut dikuras habis, maka penjualan kayu atau ikan dihitung
sebagai tambahan kekayaan, tetapi perubahan yang diperlukan terhadap potensi produktif dan eko-sistem
yang hilang akibat eksploitasi tersebut tidak diperhitungkan. Hal yang sama juga terjadi pada saat minyak
bumi dan sumber mineral lain yang tidak dapat diperbaharui ditambang, biaya mengeluarkannya
diperhitungkan sebagai tambahan PDB (PDRB), tetapi tidak ada yang dikurangi akibat terkurasnya modal
fisik alami yang tersedia. Jadi, dengan demikian, mungkin sekali dengan ukuran seorang Ekonom, ekonomi
suatu negara atau wilayah daerah dianggap tumbuh dengan cepat sekali di saat negara atau wilayah
tersebut sedang menderita erosi yang parah dari potensi produktifnya serta kesejahteraan para
masyarakatnya di masa depan.

Untuk mengetahui kemakmuran perekonomian suatu negara atau wilayah daerah, kemudian para Ekonom
membagi angka PDB (PDRB) dengan jumlah penduduk, yang disebut dengan PDB (PDRB) per Kapita.
Sebuah wilayah yang mempunyai PDRB per Kapita yang tinggi akan dianggap sebagai sebuah wilayah
yang makmur dan mempunyai tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi terlepas apakah terdistribusi
secara seimbang ataupun terdapat kesenjangan yang tinggi antara satu kelompok masyarakat dengan
kelompok masyarakat lainnya.

Menurut Chapra (2000), setiap perekonomian dapat dikatakan telah mencapai efisiensi yang optimal
apabila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas sedemikian
rupa sehingga kuantitas barang dan jasa maksimum yang dapat memuaskan kebutuhan telah dihasilkan
dengan tingkat stabilitas ekonomi yang baik dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan di masa yang
akan datang. Pengujian efisiensi tersebut terletak pada ketidak-mampuannya untuk mencapai hasil yang
lebih dapat diterima secara sosial tanpa menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan sosial yang
berkepanjangan, atau merusak keserasian keluarga dan sosial atau tatanan moral dari masyarakat.



Suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai keadilan yang optimal apabila barang dan jasa yang
dihasilkan didistribusikan sedemikian rupa. Sehingga, kebutuhan semua individu memuaskan secara
memadai. Di samping itu juga terdapat distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, tanpa menimbulkan
pengaruh buruk terhadap motivasi untuk bekerja, menabung, berinvestasi dan melakukan usaha.

Keadilan akan membawa kepada efisiensi dan pertumbuhan yang lebih besar. Keadilan dicapai bukan saja
dengan meningkatkan kedamaian dan solidaritas sosial, tetapi juga dengan meningkatkan insentif bagi
upaya dan inovasi yang lebih besar. Para Ekonom, sebelumnya berpandangan bahwa apabila
pertumbuhan dapat diakselerasi, mekanisme trickle-down pada akhirnya akan menyelesaikan
permasalahan kemiskinan dan distribusi pendapatan.Menurut mereka, redistribusi pendapatan yang
menguntungkan orang miskin kemungkinan tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam arti
output per kapita yang lebih besar.

Keadilan menurut Qardhawi (1994) adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik moral
ataupun material, antara individu dengan komunitas (masyarakat), antara komunitas dengan komunitas.
Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan antara dua hal yang berbeda seperti
membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan tersebut tidak dapat dikatakan keadilan, apalagi
persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia.
Dengan demikian, keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai dengan batas-batas
persamaan dan kemiripan kondisi antar keduanya, atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai
batas-batas perbedaan dan keterpautan kondisi antar keduanya.

Arti keadilan dalam ekonomi adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan
kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Oleh sebab itu, tidak boleh
ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang
memungkin-kannya untuk melaksanakan salah satu kewajibannya. Juga tidak boleh ada seorang pun yang
tidak mendapatkan sarana yang akan dipergunakan untuk mecapai kesempatan tersebut.

Untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan harus ada suatu sistem pasar yang sehat.
Pasar itu sebenarnya adalah sebuah mekanisme yang canggih, namun gampang dirusak, untuk menata
kehidupan ekonomi, sehingga setiap pribadi memberikan sumbangannya bagi keseluruhan dan juga
memenuhi kebutuhannnya sendiri dengan kebebasan penuh untuk melakukan pilihan pribadinya. Pasar
yang sehat menggalakkan keragaman, prakarsa dan kreativitas pribadi, dan upaya-upaya yang produktif
(Korten, 2002).

Pasar yang sehat sangat tergantung pada kesadaran para pesertanya, sehingga harus ada persyaratan
agar masyarakat umum menjatuhkan sanksi terhadap orang yang tidak menghormati hak dan kebutuhan
orang lain, serta mengekang secara sukarela dorongan pribadi mereka untuk melampaui batas. Apabila
tidak ada suatu budaya etika dan aturan-aturan publik yang memadai, maka pasar gampang sekali dirusak.
Pasar yang sehat, tidak berfungsi dengan paham individualisme ekstrem dan kerakusan kapitalisme yang
semena-mena, dan juga tidak berfungsi lewat penindasan oleh hierarki dan yang tidak mementingkan diri
sama sekali, seperti dalam komunisme. Kedua faham tersebut merupakan penyakit yang amat parah.

Sistem Kapitalisme telah memberikan kepada individu kebebasan yang luar biasa, mengalahkan
masyarakat dan kepentingan sosial, baik material maupun spiritual (Laissez Faire Laissez Fasser).
Sebaliknya, sistem komunisme merampas dari individu segala yang telah diberikan oleh sistem
kapitalisme, sehingga individu menjadi kurus, kusut, kehilangan motivasi dan kepribadian. Kesemuanya itu
dirampas dan kemudian diberikan kepada sesuatu yang disebut "masyarakat", yang tercermin dalam
"Negara". Negara menjadi gemuk dan berkuasa penuh. Padahal ia tidak lain adalah alat yang terdiri atas
sejumlah individu. Akhirnya sekelompok kecil orang menjadi gemuk dan berkuasa di atas penderitaan
orang lain, yang nota bene mayoritas dari masyarakat (Qardhawi, 1995).

Oleh karena itu, perlu dicari sebuah solusi dalam Ekonomi yang dapat merealisasikan keadilan antara
hak-hak individu dengan hak-hak kolektif suatu masyarakat. Pada saat ini, para ahli Ekonomi menggali



kembali sistem ekonomi Islam yang pernah berjaya sebelum abad pertengahan. Ruh sistem ekonomi Islam
adalah keseimbangan (pertengahan) yang adil. Ciri khas keseimbangan ini tercermin antara individu dan
masyarakat sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai pasangan lainnya, yaitu dunia dan akhirat,
jasmani dan ruhani, akal dan nurani, idealisme dan fakta, dan pasangan-pasangan lainnya yang
disebutkan di dalam kitab Al Qur'an. Sistem Ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama
masyarakat lemah, seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Juga tidak menganiaya hak-hak
kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis, terutama Marxisme. Akan tetapi, keseimbangan
di antara keduanya, tidak menyia-nyiakan, dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula
merugikan.

Guna mencapai keseimbangan tersebut, dibutuhkan adanya lingkungan yang baik dan sadar secara moral
yang dapat membantu reformasi unsur manusia di pasar berlandaskan sebuah keimanan. Dengan
demikian akan melengkapi sistem harga di dalam memaksimalkan efisiensi maupun keadilan pada
penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya materi lainnya. Namun, sangat sulit, untuk
mengasumsikan bahwa semua individu akan sadar secara moral kepada masyarakat, dan keimanan saja
tidak akan mampu menghilangkan ketidakadilan sistem pasar, sehingga negara juga harus memainkan
peran komplementer (Chapra, 2000). Negara harus melakukannya dengan cara-cara yang tidak
mengekang kebebasan dan inisiatif sektor swasta berlandaskan kerangka hukum yang dipikirkan dengan
baik, bersama dengan insentif dan hukuman yang tepat, check and balance untuk memperkuat basis moral
masyarakat dan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif.

Oleh karena itu, telah dirasakan bahwa system ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara
kesejahteraan material dengan masalah ruhaniah banyak membawa masalah dalam distribusi
kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat. Dengan demikian, maka memahami model
dinamika sosial ekonomi Syariah yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke 14 menjadi relevan
dalam aplikasi pembangunan pada saat ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fukuyama (1995),
bahwa perlu disadari, kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa
dipahami terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu
terjadi. Sehingga, membahas pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai Islam
bukan suatu hal yang irrelevant.
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